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Pansus 14 DPRD Kota Bandung Bhas Raperda Mengenai
Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual
Berisiko dan Penyimpangan Seksual

KOTA BANDUNG, Prolite — Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Kota
Bandung tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko
dan Penyimpangan Seksual.
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Pansus ini telah resmi dibentuk dan mulai melakukan sejumlah
pembahasan awal.

Anggota Pansus 14, drg. Susi Sulastri, menegaskan pentingnya
keberadaan perda ini di Kota Bandung sebagai langkah
antisipatif terhadap maraknya penyimpangan perilaku seksual.

“Kenapa perda ini harus ada di Kota Bandung? Karena kita ingin
Bandung menjadi kota yang bebas dari penyimpangan pelaku
seksual,” ujar politisi perempuan dari PKS ini.
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Susi menjelaskan, perda tersebut tidak lahir karena kondisi
darurat penyimpangan seksual, melainkan sebagai bentuk
pencegahan dini agar perilaku menyimpang tidak berkembang di
masyarakat.

“Kalau dibilang darurat, sih tidak ya. Berdasarkan data yang
ada, kasusnya tidak terlalu besar atau signifikan untuk
disebut darurat. Tapi semangat dari perda 1ini adalah
menjadikan Kota Bandung bebas dari perilaku penyimpangan
seksual,” tegasnya.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan akan menjadi instansi utama
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perda tersebut. Namun,
pelaksanaannya akan melibatkan kerja sama lintas perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

“Perda ini nanti akan menjelaskan berbagai hal mulai dari
upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga jenis-jenis
penyimpangan yang dimaksud. Salah satunya juga akan dibentuk
satgas penanganan penyimpangan perilaku seksual,” tutur Susi.

Melalui perda ini, Susi berharap pemerintah kota dapat
memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan mitigasi dan
pengendalian perilaku seksual berisiko.

“Harapannya, dengan adanya perda ini kita bisa mencegah dan



mengendalikan perilaku seksual berisiko di Kota Bandung. Jadi
ketika muncul hal-hal kecil yang mengarah ke sana, kita bisa
segera mengantisipasi dan melakukan langkah mitigasi,”
imbuhnya.

Lebih lanjut, Susi mengungkapkan bahwa DKI Jakarta sudah lebih
dulu memiliki perda sejenis. Karena itu, pihaknya berencana
melakukan studi banding ke ibu kota untuk mempelajari
penerapan perda tersebut.

“Rencananya kami akan studi banding ke Jakarta karena mereka
sudah memiliki perdanya,” kata Susi.

Ia juga menegaskan, Raperda yang tengah dibahas ini tidak
memuat pasal sanksi, sebab fokus utamanya adalah pada aspek
pencegahan dan pengendalian.

“Raperda ini sifatnya preventif, jadi tidak ada sanksi.
Tujuannya lebih kepada edukasi, rehabilitasi, dan upaya
pencegahan,” jelasnya.
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Fraksi Partai Goldar DPRD Kota Bandung Beri
Dukungan Penuh Raperda Perilaku Seksual

BANDUNG, Prolite — Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bandung
menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual
Berisiko dan Penyimpangan Seksual. Raperda ini dinilai penting
untuk menjaga ketahanan masyarakat dari ancaman meningkatnya
kasus infeksi menular seksual di Kota Bandung.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bandung, Juniarso Ridwan,
menegaskan pihaknya mendukung langkah Pemerintah Kota Bandung
dalam memperkuat regulasi terkait pencegahan perilaku seksual
berisiko. “Kasus infeksi menular seksual di Kota Bandung terus
meningkat. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga bisa



mengganggu ketahanan masyarakat. Karena itu, Golkar mendukung
penuh langkah Pemkot untuk mencegah dan mengendalikan perilaku
seksual berisiko,” ujarnya.

Juniarso juga menekankan pentingnya pencegahan melalui jalur
pendidikan. Ia mendorong Pemkot Bandung agar mulai merancang
kurikulum berbasis budaya lokal yang komprehensif, sekaligus
memperkuat nilai-nilai agama dan sosial di sekolah dasar
hingga menengah.

“Pendidikan menjadi benteng pertama. Sejak dini, anak-anak
perlu dibekali pemahaman tentang nilai moral, Kkesehatan
reproduksi, dan tanggung jawab sosial,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada pencegahan, Fraksi Golkar juga menyoroti
pentingnya penanggulangan bagi masyarakat yang sudah terdampak
perilaku seksual berisiko. Menurut Juniarso, hal itu bisa
dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya
serta dampak negatif perilaku menyimpang terhadap diri
sendiri, keluarga, dan lingkungan.

“Edukasi yang tepat dan berkelanjutan akan membangun kesadaran
masyarakat agar menjauhi perilaku yang bisa merusak kesehatan
maupun tatanan sosial,” jelasnya.

Fraksi Golkar berharap, keberadaan Raperda ini nantinya dapat
menjadi payung hukum yang kuat untuk menjaga moral, kesehatan,
dan ketahanan sosial masyarakat Kota Bandung.
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Raperda Pencegahan dan Pengendalian Perilaku
Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual

Prolite — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung menegaskan
pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual
Berisiko dan Penyimpangan Seksual.

Empat Raperda yang dibahas meliputi:

1. Raperda tentang Grand Design Pembangunan Keluarga Kota
Bandung Tahun 2025-2045,

2. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 24
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan
Kesejahteraan Sosial,

3. Raperda tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan
Perlindungan Masyarakat, serta

4. Raperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku
Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual.

Menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra drg. Maya Himawati
. ,Raperda terakhir tersebut sangat penting mengingat tingginya
jumlah penduduk usia produktif di Kota Bandung yang berpotensi
terpapar perilaku berisiko.

“Tren perilaku seksual remaja saat ini cukup mengkhawatirkan.
Proporsi remaja yang terlibat dalam perilaku berisiko seperti
kehamilan tidak diinginkan, HIV, dan infeksi menular seksual
(IMS) masih tinggi dan bahkan cenderung meningkat,” ujar
Maya.

Ia juga menyoroti meningkatnya kasus penyimpangan seksual di
Kota Bandung yang dinilai sangat memprihatinkan.

“Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh pemangku kepentingan
harus mampu menjalankan pengendalian dan pencegahan yang
efektif, sekaligus membangun program kolaboratif lintas sektor

Maya menjelaskan, faktor penyebab perilaku seksual berisiko



sangat kompleks, mulai dari kurangnya pendidikan seksual,
kondisi psikologis dan ekonomi, paparan konten pornografi,
pola asuh keluarga, trauma masa kecil, hingga lemahnya iman.

“Karena itu, perlu pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum,
tapi juga edukatif, sosial, dan spiritual,” tegasnya.

Ia berharap, dengan disahkannya Raperda ini, Kota Bandung
dapat memiliki payung hukum yang kuat untuk mencegah dan
mengendalikan perilaku seksual berisiko, sekaligus memperkuat
ketahanan keluarga dan moral generasi muda.



